
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) 

BPKAD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 

NO REKOMENDASI HASIL TINDAK LANJUT KESIMPULAN 

1. Menyempurnakan Pohon Kinerja dan Cascading dengan 
menjelaskan hubungan kinerja secara jelas 

Telah dilakukan penyempurnaan pada pohon kinerja dan 
cas cading kinerja dengan penjelasan atas hubungan 
kinerja 

Selesai dengan data 
pohon kinerja dan 
cas cading terlampir 

2. Memastikan reviu berjenjang telah dilaksanakan secara 
efektif sehingga kualitas informasi dapat terjamin pada 
dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 

Telah dilakukan reviu atas dokumen laporan kinerja 
terhadap sekretaris dan Kepala Bidang pada BPKAD dengan 
maksud agar selaras dan linier dengan tujuan dan sasaran 
BPKAD 

Selesai hasil reviu 
terlampir. 

3 Memperbaiki kesalahan informasi penetapan target 
indikator pada Kerangka Acuan Kerja. 

Telah dilakukan revisi atas penetapan indicator kinerja 
pada masing-masing KAK Sub Kegiatan 

Revisi KAK Terlampir. 

4 Merevisi penetapan target indikator kinerja dan 
memastikan target indikator kinerja telah memenuhi 
kriteria Specific,Measureable, Achievable, Relevant, Time 
Bound (SMART). 

Penetapan Traget Indikator Kinerja telah direvisi pada 
masing-masing Sub Kegiatan dengan menyesuaiakan 
besaran pagu anggaran. 

Revisi target kinerja 
pada RKD/DPA. 

5 Mendokumentasikan monitoring dan evaluasi rencana aksi 
dan setiap triwulan secara memadai. 

Dokumentasi terlampir Foto dokumentasi 
terlampir. 

6 Melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKJiP) dan memastikan LKJiP periode selanjutnya tersusun 
dengan kualitas yang memadai dan sesuai standar 

Revisi atas LKJIP telah dilakukan saat penyusunan LKJIP 
Tahun 2024 

Dokumen LKJIP 
terlampir. 

7 Mendorong hasil evaluasi AKIP diimplementasikan 
sehingga dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah. 

Implementasi AKIP selalu mendapat perhatian serius dari 
Pimpinan agar tujuan sasaran BPKAD dapat dicapai  

Dokumen foto 
terlampir. 
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POHON KINERJA 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2025 - 2029

Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Responsif
Indikator : Opini BPK                                                    

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah    
Indikator 1 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indikator 2: Persentase Perangkat Daerah dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik

LEVEL 
STRATEGIS

LEVEL 
TAKTIKAL

LEVEL 
OPERASIONAL

Keselarasan 
Dokumen 

Perencanaan   
BAPPEDA

Penatausahaan  keuangan sesuai peraturan 
perundang-undangan 

Indikator : Persentase SKPD yang melaksanakan 
penatausahaan  sesuai ketentuan

BPKAD

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas  dalam 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan 
Indikator : Jumlah laporan keuangan yamg 

dikonsolidasi sesuai ketentuan

BPKAD

Penganggaran yang berorientasi kinerja 
dan tepat waktu 

Indikator : Persentase PD yang menyusun 
anggaran berorientasi kinerja dan tepat 

waktu
BPKAD

Meningkatnya Pemanfaatan dan 
Penatausahaan BMD sesuai 

ketentuan 
Indikator1 : Prosentase 

Kemanfaatan BMD 
Indikator2

: Persentase Perangkat daerah 
yang melaksanakan 

penatausahaan BMD sesuai 

BPKAD

Meningkatnya peran 
APIP dalam 

pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan

INSPEKTORAT

Meningkatnya efektifitas koordinasi 
Perbendaharaan daerah 

Indikator : Prosentase Pelaksanaan koordinasi 
perbendaharaan sesuai ketentuan

BPKAD

SUB 
URUSAN

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan 
pelaporan Keuangan sesuai ketentuan

Indikator : Jumlah Laporan keuangan yang disusun 
tepat waktu

BPKAD

Terwujudnya Penganggaran Daerah Berbasis 
Kinerja

Indikator : Persentase SKPD yang menyusun 
RKA sesuai ketentuan

BPKAD

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah  

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah

Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya                                              Indikator 

:Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan

dan Dana Transfer Lainnya

Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja
Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai

dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank 

Indikator :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan
Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                              

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Pemerintah

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                    

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,

Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah      
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 
tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

Tersusunnya KUA-PPAS                            
Indikator : Jumlah dokumen KUA-PPAS  

yang disusun

Tersusunnya  Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS 

Indikator : Jumlah  dokumen Perubahan 
KUA dan PPAS yang disusun

Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD                                          
Indikator : Jumlah RKA-SKPD  yang 

diverifikasi

Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD     
Indikator : Jumlah DPA- SKPD yang 

Diverifikasi

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Penjabaran APBD serta

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah

tentang Penjabaran Perubahan APBD                                               
Indikator : Jumlah Perda APBD dan 

Penjabarannya serta Perda Perubahan 
APBD dan Perubahan Penjabaran APBD

Tersedianya Standar Harga
Indikator : Jumlah Standar Harga yang 

Disusun

Tersedianya Standar Barang Milik 
Daerah dan

Standar Kebutuhan Barang Milik 
Daerah  

Indikator : Jumlah Standar Barang Milik 
Daerah dan

Standar Kebutuhan Barang Milik 

Tersedianya Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik

Daerah

Tersedianya Kebijakan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Kebijakan 
Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Terlaksananya Penatausahaan Barang 
Milik Daerah

Indikator : Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik

Terwujudnya Pengelolaan 
BMD

Indikator : Prosentase SKPD 
yang menerpakan pengelolaan 

BMD sesuai ketentuan
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Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Kerugian Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi,
dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Kerugian Daerah

Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan 
Bidang Anggaran

Indikator : Jumlah Dokumen Regulasi 
serta Kebijakan

Bidang Anggaran

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD                                           
Indikator : Jumlah   Perda Perubahan 

APBD dan Perubahan Penjabaran APBD

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan 
Anggaran

Pembiayaan   
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

Indikator : Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik

Daerah Laporan

Terlaksananya Pengamanan Barang 
Milik Daerah                                        

Indikator : Jumlah Laporan Hasil 
Pengamanan Barang Milik

Daerah

Terlaksananya Penilaian Barang Milik 
Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil 
Penilaian Barang Milik

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian 
Barang

Terlaksananya Inventarisasi Barang 
Milik Daerah                                                

Indikator : Jumlah Laporan Hasil 
Inventarisasi (LHI) Barang

Milik Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan 
Pengendalian Pengelolaan Barang 

Milik Daerah
Indikator : Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan Barang 

Tersusunnya Laporan Barang Milik 
Daerah                              

Indikator : Jumlah Laporan Barang 
Milik Daerah yang

Terlaksananya Optimalisasi 
Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil 
Optimalisasi

Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan 
Barang Milik Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam 
rangka Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah
Indikator : Jumlah Laporan Hasil 

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Orang yang 

Mengikuti Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pemerintah Kabupaten/Kota



CAS CADING KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025

VISI : 

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur



Misi Ke 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2025-2029
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat

Tujuan BPKAD Mengacu Pada Sasaran RPJMD
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan RESPONSIF 

Indikator : Opini BPK

Sasaran 1  BPKAD
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah
Indikator : Persentase OPD  dengan Tata Kelola 

Keuangan dan Aset Daerah yang Baik

Sasaran3 BPKAD
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan

inovasi yang mempunyai nilai tambah
Indikator : Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan

tersosialisasi serta berkelanjutan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan 

Sesuai SAP
Indikator : Persentase PD yang menerapkan 

Pengelolaan Keuangan sesuai SAP

Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja  Perangkat 
Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan unsur Penunjang Perangkat
Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 

BMD
Indikator : Persentase PD yang melaksanakan 
Pengelolaan BMD sesuai Ketentuan, Jumlah

inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi
serta berkelanjutan

ESELON 
III

ESELON 
II

KEPALA 
DAERAH

KEPALA 
DAERAH

Sasaran 2 BPKAD
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan 

Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Inidikator : Nilai SAKIP
Indikator : IP ASN



Kegiatan 
Koordinasi dan 

Penyusunan 
Rencana 

Anggaran Daerah

Sasaran : 
Terwujudnya 

Penganggaran 
Daerah Berbasis 

Kinerja
Indikator : 

Persentase PD 
yang Menyusun 

RKA sesuai 
Ketentuan

Kegiatan 
Koordinasi dan 

Pengelolaan 
Perbendaharaan 

Daerah

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
Sesuai SAP
Indikator : 

Persentase Hasil 
Koordinasi 

Pengelolaan 
Perbendaharaan 

Daerah

Kegiatan 
Koordinasi dan 

Pelaksanaan 
Akuntansi dan 

Pelaporan 
Keuangan Daerah

Sasaran :  
Meningkatnya 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
sesuai SAP
Indikator : 

Persentase Hasil 
Koordinasi dan 

Pelaksanaan 
Akuntasi dan 

Pelaporan 
Keuangan Daerah 

Kegiatan 
Pengelolaan 
Barang Milik 

Daerah

Sasaran : 
Terlaksananya 

Pengelolaan BMD 
sesuai Ketentuan

Indikator :  
Persentase PD 

yang 
Melaksanakan 

Pengelolaan BMD 
sesuai Ketentuan

Kegiatan 
Pemeliharaan

BMD Penunjang
Urusan PD

Sasaran : 
Terlaksananya
pemeliharaan

BMD Penunjang
Urusan PD 
Indikator: 

Persentase
Pemeliharaan

BMD Penunjang
Urusan PD yang 

dilaksanakan

1. 
Penyusunan

Dokumen
Perencanaa

n PD
2. Evaluasi

Kinerja
Perangkat

PD

1. 
Penyediaa
n Gaji dan
Tunjangan

PNS

1. Pengadaan
Pakaian dinas

beserta
atribut

kelengkapann
ya

2. Sosialisasi
Peraturan

perundang-
undangan

1. Penyediaan komp. 

Instalasi Lstrik

penerangan bang. 

kntor

2. Penydin. Perltn

&perlngkp kntor

3. Penyedin. Bhn

logistik kntor

3. Penyedin. Brg cetkn

& penggandaan

4. Penyedin. Bhn

bacaan & peraturan

perundang-undangan

9. Penyedn. Bahan

material

10. Fasilitasi

Kunjungan Tamu

11. Penyelenggaraan

rpt koordinasi & 

konsul.SKPD

1. Penyediaan
Jasa

Komunikasi, 
sumber daya
air dan listrik
2. Penyediaan

Jasa
Pelayanan

umum kantor

1. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan & 

pajak

kendaraanperoranga

n Dinas/kendaraan

dinas jabatan

2. Pemeliharaan / 

rehabilitasi gendung

kntor & bangunan

lainnya

3. Pemeliharaan / 

Rehabilitasi sarana

& prasarana

pendukung gdung

kntor /  bangunan

lainnya

1. Koord. & peny.KUA & 

PPAS

2. Koord. & Peny. perubh. 

KUA & Perubh. PPAS

3. Koord.i Peny.& 

verifikasi RKA-SKPD

4. Koord. Penyusun.& 

verf. DPA-SKPD

5. Koordi.& penyn. Perda

ttg APBD dr Peraturan Ka

daerah ttg penjabaran

APBD

6. Koordi.& penyn. Perda

ttg Perubhn.APBD & 

Peraturan Ka daerah ttg

penjabaran Perubhn

APBD

7. Koord.& Penyus. 

Regulasi serta Kebijkn. 

Bidang anggaran

8. Kood. Perencanaan

Anggaran Pembin.

1. Koord. & 

Pengelolaan Kas

Daerah

2. Koord.,Fasilitasi, 

Asistensi, 

Sinkronisasi, 

Supervisi, Monitoring 

& Evaluasi

Pengelolan.dana

perimbangan & dana

transfer lainnya

3. Koord. Pelaksnan

kerja sama & 

pemantaun non tunai

dgn lmbga keu bkn

bank 

4. Pemb. 

Penatushaan

keuangan

Pemkab/kota

1. Rekons.& Verif. Aset, 

Kewajiban, Ekuitas, 

Pendptn, Belanja, 

Pembiayaan, Pendpt. LO 

& Beban

2. Konsolidasi Lap. 

Keuangn SKPD, BLUD & 

Lap.Keuangan Pemda.

3. Koord. & Penyusn. 

Rancangn Perda ttg

Pertanggungjwabn

Pelaksnan APBD 

Kab/Kota & Rancngn. 

Peraturan Kepla Derah ttg

Penjabaran

Pertanggungjwabn

pelaksan. APBD 

Kab/Kota

4. Koord. Singkronisasi & 

Penyelesaian. Tuntutan

Perbendharaan & 

Tuntutan Kerugian

Daerah

5. Pembinaan Akuntansi, 

Pelaporan & 

Pertanggunjwaban

Pemkab/Kota

.1. Penyusn. Standar

Harga

2. Penyusn. Standar BMD  

& Standar Kebutuhan BMD

3. Penyusnan. 

Perencanaan Kebutuhan

BMD

4. Penyusunan Kebijakan

Pengelolaan BMD

5. Inventarisasi BMD

6. Pengamanan BMD

7. Penilaian BMD

8. Pengawasan & 

pendalian. Pengelolaan

BMD

9. Optimalisasi

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtangan,Pemusna

han & Penghapusan BMD

10. Rekonsiliasi dlm

rangka penyusunan Lap. 

BMD

12. Penyusun. Lap. BMD

13. Pembinaan

Pengelolaan BMD 

Pemkab/Kota

ESELO
N IV / 

JF

ESELO
N III

Kegiatan 
Perencanaan, 

Penganggaran & 
Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran : 
Tersusunnya 

Dokumen 
Perencanaan, 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja PD

Indikator : 
Persentase 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja PD 

yang dihasilkan

Kegiatan 
Administrasi

Keuangan
Perangkat

Daerah

Sasaran : 
Tersedianya

Gaji Pegawai di 
PD 

Indikator : 
Persentase

Administrasi
Keuangan PD 

yang 
dilaksanakan

Kegiatan 
Administrasi
Kepegawaian

Perangkat
Daerah

Sasaran :  
Terlaksananya
Administrasi

Kepegawaian PD 
Indikator: 

Persentase
Administrasi

Kepegawaian PD 
yang 

dilaksanakan

Kegiatan 
Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan
PD

Sasaran: 
Terlaksananya

penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

PD 
Indikator : 
Persentase

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

PD yang 
dilaksanakan

Kegiatan 
Administrasi

Umum
Perangkat

Daerah

Sasaran : 
Terlaksananya
Administrasi
Umum PD 
Indikator : 
Persentase

Administrasi
Umum PD yang 

dilaksanakan



REVIU INTERNAL ATAS LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR 

TAHUN 2024 

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN MOJOKERTO 

 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan 

Kinerja  Instansi Pemerintah dimana Penerapan sistem tersebut bertujuan 

agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari 

praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 

Guna merealisasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan LAKjIP 

tahun 2024 serta Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2024, sebagai 

implementasi dari SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026, dimana BPKAD selaku Perangkat 

Daerah yang mempunyai kewenangan dalam Urusan Pemerintahan Fungsi 

Penunjang Keuangan. Dalam rangka terwujudnya pencapaian misi ke 2 Yaitu 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan 

berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan 

dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto 

yang baik, telah ditetapkan Inidikator dari Tujuan tersebut yaitu Indeks 

Reformasi Birokrasi. 

Untuk mencapai kenaikan Indeks Reformasi dimaksud, maka 

Pemerintah Daerah telah menetapkan Sasaran yaitu Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto 

dengan 3 Indikator Sasaran yaitu : 1. Opini BPK = WTP, 2. Nilai SAKIP = A dan 

3. Predikat EKPPD brepredikat Sangat Tinggi. 

Mengacu pada Indikator Sasaran pada RPJMD tersebut diatas yaitu 

Indikator ke 1 dengan target Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Tujuan yaitu Meningkatkan 

Akuntabilitas Keuangan dan  Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto 

dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase OPD dengan tata Kelola 

Keuangan dan Aset Daerah yang baik. 

Agar Indikator Kinerja “Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan 

dan Aset Daerah yang baik” dapat terlaksana maka perlu didukung Program-

program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja 

Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 1(satu) Program penunjang yang 



diampuh oleh Sekretaris dan 2 (dua) Program Utama yang diampuh oleh 

Kepala Bidang. 

Selanjutnya kami sajikan hasil evauasi yang didasarkan dari 

Laporan Kinerja Individu Sekretaris beserta jajarannya dan Kepala Bidang 

beserta Jajarannya dengan Laporan Kinerja sebagai berikut : 

1. LAPORAN KINERJA SEKRETARIS. 

Laporan Kinerja Sekretaris, mengacu pada Target Indikator Kinerja 

yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2024 selaku pemberi amanah dengan Sekretaris BPKAD selaku Penerima 

Amanah yang menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau 

kegagalan BPKAD dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran BPKAD. 

Penetapan Kinerja Sekretaris BPKAD sebagaimana tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala BPKAD kepada 

Sekretaris untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan 

Indkator Kinerja, sehingga terwujud komintmen dan kesepakatan penerima 

amanah dengan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan 

Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan kepada Sekretaris. Dengan 

demikian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana maksud tersebut 

diatas berorientasi pada hasil atau outcomes. 

Selanjutnya kami cantumkan Perjanjian antara Sekretaris dengan 

Kepala BPKAD sebagai berikut : 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

SEKRETARIS 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

IKI Sekretaris: 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan 

Penunjang OPD 

 

100% 

 

 

 
 
A. CAPAIAN KINERJA   

Capaian kinerja Sekretaris dilaksanakan adalah dengan 

membandingkan antara target kinerja Program dengan realisasi kinerja 

Program atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja 

sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 1 (satu) tahun yang 

direncanakan. 

Capaian Kinerja Sekretaris harus linier dengan capaian Kinerja Kepala 

Sub Bagian dan Pejabat Fungsional dibawahnya, dimana tentunya 



keberhasilan Capaian Program Sekretaris ditunjang dengan capaian atas 

Output Kinerja dari Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional bawahannya. 

Dari Target Capaian kinerja yang telah ditetapkan  oleh Kepala BPKAD 

pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 

dapat diukur dengan hasil sebagai berikut : 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 

SEKRETARIS 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET REALIAS

ASI 

CAPAI

AN 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan Penunjang 

OPD 

100% 100% 100% 

 

Pencapaian atas Target kinerja tersebut sangat berdampak signifikan terhadap 

pencapaian Kinerja dari IKU Kepala BPKAD dengan hasil sebagai berikut : 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

TARGET 

2018 

REALISASI 

2018 

(1) (2) (3) (4) (6) 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Penunjang 

OPD 

100% 100% 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa capaian kinerja Sekretaris 

sangat berkontribusi sangat besar terhadap capaian kinerja Kepala BPKAD, karena 

menjadi penunjang kebutuhan atas Program dan kegiatan yang menjadi kunci 

keberhasilan Indikator Kinerja Utama kepala BPKAD. 

Namun demikian yang paling penting bahwa keberhasilan atas Kinerja 

Sekretaris sangat ditentukan atas keberhasilan dari Capaian Kinerja Kepala Sub 

Bagian dan Pejabat Fungsional dibawahnya dengan capaian kinerja sebagai 

berikut : 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET REALIAS

ASI 

CAPAI

AN 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

IKI Sekrtaris : 

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan Penunjang 

OPD 

100% 100% 100% 

  IKI Kasubag. Umum 

dan kepegawaian : 

Jumlah Laporan 

kepegawain 

 

 

56 

 

 

56 

 

 

100% 

  IKI IKI Pejabat 

Fungsional Perencana: 

Jumlah laporan 

keuangan ynag 

disusun 

5 5 100% 

 

 

2. LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG ANGGARAN 

Laporan Kinerja Kepala Bidang Anggaran, mengacu pada Target 

Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang 

ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 selaku pemberi amanah dengan Kepala 

Bidang Anggaran selaku Penerima Amanah yang menjadi tolok ukur dalam 

mengukur keberhasilan atau kegagalan BPKAD dalam upaya pencapaian 

Tujuan dan Sasaran BPKAD. 

Penetapan Kinerja Kepala Bidang Anggaran sebagaimana tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala BPKAD kepada 

Kepala Bidang Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang 

disertai dengan Indkator Kinerja, sehingga terwujud komintmen dan 

kesepakatan penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja yang 

terukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan kepada Kepala 

Bidang Anggaran. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan 

sebagaimana maksud tersebut diatas berorientasi pada hasil atau outcomes. 

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Target Indikator Kinerja Program yang pertama adalah Persentase 

kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen 

Perencanaan.  

Pada tahun 2024 ini Kepala Bidang Anggaran menargetkan 100 Persen 

kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat diakomodir 

dalam dokumen Penganggaran. Pencapai target ini didasarkan pada Siklus 

Penyusunan APBD dan PABD dalam Permendagri 13 tahun 2006 

sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari target capaian yang 

ditetapkan tersebut dapat dikatakan tercapai karena kesepakatan 

penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAP dicapai kurang dari 7 minggu. 



Pencapai atas taget Indikator tersebut dilaksanakan  melalui 1 (satu) 

program dan 2 (dua) Sub kegiatan, yaitu : 

  Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub Kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPA 

2. Koordinasi dan Penyusunan KUPA-PPAP 

Dari pelaksanaan 2 (dua) Sub kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat 

digambarkan ukuran keberhasilan dari pencapaian hasil Indikator tersebut 

bahwa kesesuaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan  pada OPD 

telah sesuai dengan Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen 

RKPD. Hal ini jelas mengidentifikasikan bahwa Target Kinerja pada 

Indikator tersebut tercapai. 

 

2. Target Indikator Kinerja  ke 2 yaitu Persentase Penyusunan  RKA sesuai 

Pedoman  

Pada tahun 2024 pemerintah Daerah menargetkan seluruh Proses 

Penyusunan RKA dilaksanakan sesuai Pedoman. 

Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program 4 (empat) 

kegiatan, yaitu : 

1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

1. Koordinasi dan penyusunan dan verivikasi RKA  

2. Koordinasi dan penyusunan dan verivikasi DPA  

3. Koordinasi dan penyusunan Perda APBD dan Perkada APBD  

4. Koordinasi dan penyusunan Perda PAPBD dan Perkada PAPBD 

5. Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 

6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 

Dari pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagaimana tersebut diatas yang telah 

dilaksanakan, dapat dikatagorikan sangat berhasil dengan capaian 

kinerja 100%, hal ini karena seluruh proses penyusunan APBD telah 

berpedoman pada ketentuan. 

 

3. LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI 

Laporan Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, 

mengacu pada Target Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian 

Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 selaku pemberi amanah 

dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Penerima 

Amanah yang menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau 

kegagalan BPKAD dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran BPKAD. 

Penetapan Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari 

Kepala BPKAD kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indkator Kinerja, 

sehingga terwujud komintmen dan kesepakatan penerima amanah dengan 



pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan Tugas Pokok dan 

Fungsi yang dibebankan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan 

Akuntansi. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana 

maksud tersebut diatas berorientasi pada hasil atau outcomes. Untuk lebih 

jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Target Indikator Kinerja  ke 3 yaitu Persentase OPD yang menerapkan 

Pengelolaan Keuangan sesuai SAP 

Sebagaimana diketahui untuk mendukung tercapainya Target Kinerja 

Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan 

Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Kinerja Opini BPK, maka Bidang 

Akuntansi dan Perbendaharaan diberi Target Indikator Program yakni : 

Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan keuangan sesuai SAP. 

Salah satu hal terpenting agar pencapaian kinerja atas target yang 

ditetapkan berhasil , maka Penyajian Laporan Keuangan terdiri atas : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih 

3. Neraca 

4. Laporan Operasional 

5. Laporan Arus Kas 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

7. Catatan Atas laporan Keuangan 

dilaksanakan sesuai Pedoman yang telah ditentukan yaitu diharapkan seluruh 

OPD dapat menerapkan pengelolaan keuangan sesuai Sap, agar pencapaian 

Target Kinerja Opini BPK atas LKPD yakni WTP. 

Untuk dapat merealisasi pencapaian target kinerja tersebut, tentunya 

perlu dukungan Program dan Kegiatan yang langsung berpengaruh terhadap 

pencapaian target yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dengan beberapa Sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah 

2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 

Pembinaan Perbendaharaan  

3. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan 

dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan 

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan  

4. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 

Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban  

5. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

6. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 



7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Dari pelaksanaan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagaimana tersebut diatas 

yang telah dilaksanakan, dapat dikatagorikan sangat berhasil dengan 

capaian kinerja 100%, hal ini karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai Output dan hasilnya seluruh OPD telah melaksanakan sesuai 

ketentuan Permendagri 64 tahun 2014. 

 

4. LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH 

Laporan Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

mengacu pada Target Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian 

Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 selaku pemberi amanah 

dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset selaku Penerima Amanah yang 

menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan BPKAD 

dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran BPKAD. 

Penetapan Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik  

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari 

Kepala BPKAD kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset untuk melaksanakan 

program dan kegiatan yang disertai dengan Indkator Kinerja, sehingga 

terwujud komintmen dan kesepakatan penerima amanah dengan pemberi 

amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang 

dibebankan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset. Dengan demikian target 

kinerja yang diperjanjikan sebagaimana maksud tersebut diatas berorientasi 

pada hasil atau outcomes. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Target Indikator Kinerja  ke 4 yaitu Persentase OPD yang melaksanakan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan 

Agar Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sesuai 

ketentuan, maka OPD harus memahami dan menjalankan amanah 

Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang meliputi: 

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

2. Pengadaan 

3. Penggunaan 

4. Pemanfaatan 

5. Pengamanan dan Pemeliharaan 

6. Pemusnahan 

7. Penghapusan 

8. Penatausahaan 

Untuk dapat merealisasi pencapaian target kinerja tersebut, tentunya 

perlu dukungan Program dan Kegiatan yang langsung berpengaruh terhadap 



pencapaian target yaitu Program Peningkatan Pengelolaan BMD dengan 

beberapa Sub kegiatan sebagai berikut : 

1.  Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  

2.  Penatausahaan Barang Milik Daerah 

3.  Pengamanan Barang Milik Daerah BMD 

4.  Penilaian Barang Milik Daerah  

5.  Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah  

6. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota 

Inventarisasi tanah dan Gedung Bangunan Tidak digunakan 

7.  Pengurusan Bukti Kepemilikan Gedung dan atau bangunan 

8.  Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD 

9.  Penyusunan Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD 

Dari pelaksanaan 9 (sembilan) kegiatan sebagaimana tersebut diatas 

yang telah dilaksanakan, dapat dikatagorikan sangat berhasil dengan 

capaian kinerja 100%, hal ini karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai Output dan hasilnya seluruh OPD telah melaksanakan sesuai 

ketentuan Permendagri 19 tahun 2016. 

 

KESIMPULAN : 

1.   Penggunaan Anggaran melalui pelaksanaan Kegiatan oleh Sekretaris dan Para 

Kepala Bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Mojokerto telah menunjukkan adanya Kinerja yang terukur, efektif dan  

efisien, dimana antara kinerja dan realisasi anggaran berbanding lurus dengan 

capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,38%. 

2.  Dari penyerapan anggaran sebesar Rp. 521.001.468.700,00 dengan prosentase 

97,38% terdapat kegiatan yang tidak terserap sesuai harapan dengan faktor 

penyebab sebagai berikut: 

-  Adanya pandemi Covid-19 sehingga menghambat pelaksanaan beberapa 

kegiatan yang bersifat sosialisasi, perjalanan dinas, dan Peningkatan SDM. 

-  Adanya efisiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan. 

3.   Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini disusun selain 

merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana 

peningkatan kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024. 

4.  Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagaimana 

dipaparkan pada Bab III, dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran 

Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Mojokerto tahun 2024 adalah sebesar 97,38% atau sebesar Rp. 

521.001.468.700,00 dari total pagu anggaran Rp. 534.995.998.034,00. 

5.  Tentunya capaian Kinerja tersebut adalah kunci keberhasilan dalam meraih 

Opini BPK = WTP sesuai Tujuan dan Sasaran yang diinginkan oleh BPKAD 



sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tanggung jawab dalam mewujudkan 

Misi ke 2 Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sebagaimana tertuang 

dalam RPJMD 2021-2026. 

 

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA 

Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan 

masing-masing sesuai Target Indikator Program pada Bab III diatas, keberhasilan 

atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas 

Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tentunya akan berhasil setiap 

tahun, hal ini karena didukung atas keberhasilan atas sasaran dan Indikator 

Kinerja sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang 

sampai dengan level Staf. 

Agar pencapaian kinerja dapat diraih secara terus menerus, maka 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1)  Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) 

pada masing-masing Perangkat Daerah  

2)  Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan 

pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ; 

3] Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta 

mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan 

riil ; 

4] Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan Perangkat 

Daerah melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi. 

 

A. SARAN 

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan 

sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-

masing bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan dan Sub 

Kegiatannya agar sasaran dapat tercapai dengan berorientasi pada hasil. 

Demikian reviu atas Laporan Evaluasi Internal terhadap Indikator 

Kinerja Program Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah yang kami reviu, selanjutnya hasil reviu internal akan mejadi 

tolok ukur keberhasilan kami dalam mencapai visi misi bupati kedepan. 
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD 

 

A. LATAR BELAKANG  

Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 

Anggaran 2024, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi berkewajiban 

menyusun Laporan Keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD akan 

dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPKAD sebagai 

entitas pelaporan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk 

mengkonsolidasikan Laporan Keuangan SKPD menjadi LKPD. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN   

Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD 

dimaksudkan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan yang disusun oleh 

entitas akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. 

 

C. RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 

LKPD meliputi: 

1. Cek kelengkapan semua transaksi SKPD di Aplikasi. 

2. Jurnal penyesuaian SKPD dan Posting Jurnal. 

3. Cek semua LK SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, CALK) 

4. Proses konsolidasi LK SKPD, LK BLUD, LK SKPKD menjadi LKPD. 

 

D. METODE PELAKSANAAN 

Konsolidasi Laporan Keuangan dilakukan dengan menggabungkan semua LK 

SKPD. Proses ini dilakukan selama 3 bulan Januari-Maret 2024. Selanjutnya 



proses audit oleh BPK RI dan perbaikan LKPD sesuai hasil Audit, sampai 

dengan proses cetak LKPD Audited pada bulan Mei 2024 

 

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA 

TAHUN PAGU 

ANGGARAN (Rp) 

REALISASI (Rp) CAPAIAN 

2022 20.000.000,00 18.916.000,00 94,58% 

2023 45.000.000,00 44.598.000,00 90,22% 

2024 45.000.000,00 43.750.000.00 89.75% 

2025 45.000.000,00   

 

TAHUN KELUARAN/OUTPUT 

SUB KEGIATAN 

TARGET REALISA

SI 

CAPAIAN 

2022 Laporan Keuangan 

SKPD,BLUD,SKPKD 

yang terkonsolidasi 

25 laporan 25 laporan 100% 

2023 Laporan Keuangan 

SKPD,BLUD,SKPKD 

yang terkonsolidasi 

25 laporan 25 laporan 100% 

2024 Laporan Keuangan 

SKPD,BLUD,SKPKD 

yang terkonsolidasi 

25 laporan 25 laporan 100% 

2025 Laporan Keuangan 

SKPD,BLUD,SKPKD 

yang terkonsolidasi 

25 laporan   

 

F. SASARAN 

Sasaran strategis  : meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset 

daerah. 

Sasaran program : meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sasaran kegiatan : meningkatnya Pengelolaan Keuangan sesuai SAP  

Sasaran sub kegiatan : Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, 

BLUD dan LKPD 

 

G. KELUARAN 

➢ Keluaran / output sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, 

BLUD dan LKPDsesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian sebanyak 



25 dokumen yang meliputi LKPD sebelum Reviu, LKPD UnAudited dan 

LKPD Audited. 

 

➢ Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome 

kegiatan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai 

SAP serta pencapaian outcome program yaitu Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pencapaian kinerja 

organisasi berupa Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan 

aset daerah. 

 

H. SUMBER PENDANAAN 

Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah tersebut menggunakan 

jenis sumber pendanaan dari : 

➢ [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 

45.000.000,00 

 

I. JANGKA WAKTU PEKERJAAN  

Kegiatan ini dilakukan selama lima bulan mulai Januari sampai dengan Mei. 

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA) 

Kebutuhan anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp45.000.000,00 

dengan rencana serapan anggaran 100%. 

K. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (  UKAK) ini dibuat seperlunya untuk diketahui 

dan dijadikan sebagai acuan. 

 

Mojokerto,      Mei 2025 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

 

 

SITI NADIP ULFIAH, SE.MM 

Pembina  

NIP. 196909091998032010 



Koefisien Satuan Harga

5 Rp. 45.000.000

5,1 Rp. 45.000.000

5.1.02 Rp. 45.000.000

5.1.02.01 Rp. 31.991.500

5.1.02.01.01 Rp. 31.991.500

5.1.02.01.01.0024 Rp. 150

Rp. 150

150 Lembar Lembar 1 Rp. 150

5.1.02.01.01.0025 Rp. 422.400

Rp. 422.400

8 Rim Rim 52.800 Rp. 422.400

5.1.02.01.01.0026 Rp. 5.222.550

Rp. 5.222.550

8 M2 M2 52.350 Rp. 418.800

25 Buku Buku 64.150 Rp. 1.603.750

8000 Lembar Lembar 400 Rp. 3.200.000

5.1.02.01.01.0027 Rp. 96.400

Rp. 96.400

8 Lembar Lembar 12.050 Rp. 96.400

5.1.02.01.01.0052 Rp. 26.250.000

Rp. 26.250.000

125 Per Orang Per Orang 210.000 Rp. 26.250.000

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase OPD yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP 100,00 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 45.000.000

Keluaran Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 25 Laporan

Hasil Persentase Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 100 %

Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah

PPN

BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang

Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[ # ] LKPD

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)[ - ] -

Karbon

Spesifikasi : Pembulatan

0 %

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[ # ] LKPD

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)[ - ] -

Kertas Hvs

Spesifikasi : 70 Gram A4

0 %

[ - ] -

Banner

Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr

0 %

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[ # ] LKPD

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jilid Buku

Spesifikasi : Hard Cover

0 %

Photo Copy

Spesifikasi : Folio/hvs

0 %

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

[ # ] LKPD

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)[ - ] -

Materai

Spesifikasi : 10000

0 %

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[ # ] LKPD

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)[ - ] -

Biaya Konsumsi (Prasmanan) Spesifikasi : Untuk Hotel 0 %  



 

Koefisien Satuan Harga

5.1.02.02 Rp. 5.900.000

5.1.02.02.01 Rp. 5.900.000

5.1.02.02.01.0003 Rp. 5.900.000

Rp. 5.900.000

3 Orang / Jam / Pelajaran Orang / Jam / Pelajaran 900.000 Rp. 2.700.000

4 Orang / Jam / Pelajaran Orang / Jam / Pelajaran 800.000 Rp. 3.200.000

5.1.02.04 Rp. 7.108.500

5.1.02.04.01 Rp. 7.108.500

5.1.02.04.01.0001 Rp. 7.108.500

Rp. 7.108.500

485 Km Km 1.100 Rp. 533.500

4 Orang / Hari Orang / Hari 250.000 Rp. 1.000.000

5 Orang / Hari Orang / Hari 350.000 Rp. 1.750.000

5 Orang / Hari Orang / Hari 375.000 Rp. 1.875.000

6 Orang / Hari Orang / Hari 325.000 Rp. 1.950.000

Rp. 45.000.000

Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[ # ] LKPD

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)[ - ] -

Narasumber/ Pembahas

Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan

0 %

Narasumber/ Pembahas

Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah

0 %

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

[ # ] LKPD

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)[ - ] -

Tarif E-Tol

Spesifikasi : -

0 %

Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa

Timur

0 %

Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa

Timur

0 %

Grand Total :

Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa

Timur

0 %

Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa

Timur

0 %

Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah

PPN

 



a, Nanva 

b. NIP 

Jabatan 

DPA-SKPD 

DPA-PENDAPATAN SKPD 

DPA-BELANJA SKPD 

Berdasarkan hasll verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen nlatsooadn anggaran satuan karja perarngkat daerah 

DPA-PEMBIAYAAN SKPD 

:M. IWAN ABDILLAH, SH. S.Sos, M.Si 
:197802232002121004 

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja peranakat daerah Pemerintah Kab. Mojokerto sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran daerah Tahun Anggaran 2025 

Kode 

RINTAM 

KABUPATEN MOJOKERTO 

: KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Dicsetujui Bleh, 

PERSETUJUAN REKAPITULASI 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGOARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERN 

(DPA-SKPD) 

SETDX 

TAHUN ANGGARAN 2026 

Drs. TEGUHlaNARKOMSI 

Ringkasan DPA SKPD 

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 

Rincian Anggaran Belanja SKPD 

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD 

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Nama Formulir 

R 

TAMbjKegRggal 30 Desember 2064 
kan oleh, 

uOMiAN AROLLAH, SH. S.Sos. M.Si 
IP: 197802232002121004 



URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG URUSAN 

ORGANISASI 

a. Nama 

b. NIP 

c. Jabatan 

DPA-PENDAPATAN SKPD 

DPA-BELANJA SKPD 

DPA-BELANJA SKPD 

N TAH 
RIN KA 

:197802232002121004 

Kode 

Disahkan oleh, 

PPKD 

:M. IWAN ABDILLAH, SH. S.Sos, M.Si 

BPKAE 

KABUPATEN MOJOKERTO 

pOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(DPA-SKPD) 

5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

:5.02-KEUANGAN 

: KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

M. IWAN ABDLAH, SH. S. Sos, M.Si 
JorE SNIPe7302232002121004 

:5.02.0.00.0.00.05.0000 -BADAN PENGELOAN vEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 

Rincian Anggaran Belanja SKPD 

Nama Formulir 

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD 

ERIN 
rA HMojpkÇ er Tanggal 30 Desemter 2024 

Ae 
8PKÁ 

Nna Anggara 

MWANASDI4 AH, SH. S.Sos, M.Si 
OKERAoz232002121004 

a 



SKPO 

5 

5.02.0.0O0.00.05.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

5 

5 

5 

5 

5 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

0 

0 

01 

01 

01 

01 

DAA 50200No00 0s 0R0001/2025 

01 

502000 00 05 000-RADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

2.01 

2.01 

2.0 

2.02 

2.02 

2.05 

2.05 

2.06 

2.06 

2.0¬ 

2.06 

2.06 

0001 

0007 

0001 

C010 

0001 

0002 

0004 

0005 

KEUANGAN 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

Uraian 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

KAR MO.OKERIO 

TAHUN ANGGARAN 2025 

|PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA 

Perencanaan, Pengangoaran, dan Evaluasi Kinerda Perangkat Daerah 

|Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

|Sosialisasi Peraturan Perundang-Undargan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanya Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kagiatan 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggardaan 

Sumber 

Dana 
Lokasl 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahar/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa; Kab. 

Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua 

Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab Mojokerto, Semua Kecarnalan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Belanja Operasl 

Rp7.500.000,00 

Rp7.500.000,00 

Rp38.738.831.785,00 

Rp38.738.831.785.00 

Rp400.000.000,00 

Rp400.009.000,00 

Rp119.939,798.731,00 Rp501.616.736,00 Rp14.984.212.558,00Rp677.045.871.516,00 Rpa12.471 499.541,00 

Rp119.939.798.731,00 Rp501.616.736,00 Rp14.984.212.568,00Rp677.045.871.516,00 Rp812.471.499.541,00 

Rp119.939.798.731,00 Rp501.616.736.00 Rp14 984.212 558.00 Ro677 045871.516,00Rp812471 499.541,0 

Rp114,785.128.072,0o Rp214.481.576.00 Ro0.00 Rp114.999 S09 648, 00 

Rp15.000.000,.00 

Belanja Modal 

Rp75.000.000,00 

Rp0,00 

Rp 100.000.000 00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp644.595.350,00Rp187.828.650,00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp2.171.350, 00 Rp187.828.650.00 

Rp0.00 

Ru0,00 

Jumiah 

Rp9.c0 

Tahun 

Belania Tidak 

Terduga 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Ro 00 

FOPMULIR 

DPA-BELANJA 

SKPO 

Rp0.00 

Belanja Transfer 

Ro0.00 

Ro0.00 

Ro0 00 

Rp0.00 

Rpo.00 

Jumlah 

Rp0,00 Rp38.738.831.785,00 

Rp0,00 

Rp0.00 Ro38.738.831.785,00 

Ro0,00 

Ro15.000.000,00 

Rp0.00 

Ro7.500.000.00 

Ro7.500.000,09 

Rp400 Coo cO0.00 

Ra400 0co.000 00 

Ro832.424.000,00 

Rp15.000.c00,00 

Rp190.000.C00,00 

Rp75.000.000,00 

Rp0.00 Rp100.000.000,00 

T+1 

Rp15.000.000,00 



5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

02 

02 

02 

02 

c2 

02 

02 

02 

02 

01 

01 

0 

02 

02 

02 

02 

2.0¬6 

2.08 

2.08 

2.09 

2.09 

2.09 

2.09 

2.01 

2.01 

201 

20 

2,01 

01 

00 

000 

0009 

0010 

0002 

0004 

0001 

0010 

0001 

G002 

0003 

0005 

envethaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Panvediaan RahanMatenal 

Urainn 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPp 

Penalausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor alau 

Bangunan Lainnya 

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 

Kooruiasi dan Penvusunan KUA dan PPAS 

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

Koprdinasi. Penvusunan dan Verifikasi RKA-SKPO 

Koordinasi, PenyuSunan dan Verifikasi DPA-SKPD 

Sumbet 

Dana 

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Dagah tentang APBD Ja: 

|Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APB0 

Lokasi 

Kah Mookerto. Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

| Kab Mojokerto, Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

| Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

| Semua Kelurahan/Desa 

| Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecarnatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab, Moiokerto, Semua Kecamatan, 

Semua KelurahanDesa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatar., 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamalan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. tiojokerto, Semue Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Belanja Oporasl 

Ro30 000 000,00 

Rp115.000.000 00 

Rp150.000.000,00 

Ro107.424. 000.00 

Rp50.000.000,00 

Ro74.597.103.863,00 

Ro74,447603.863,00 

Ro149.500.000 00 

Rp389.597.074,00 

Rp200.000.000,00 

Rp130.000.000,00 

Rp59.597.074,.00 

Rp3.258.246.619,00 

Rp1.109.295.850.00 

Ro136.o00.000.00 

Rp127.500.000,00 

Ro189.750.000,00 

Rp42.500.000,00 

Rp259.025.000 09 

Belanja Modal 

Po0,00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Ro0.00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp26.652.926.00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp26.652 926.00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Ro0.00 

Rp9.00 

Rp0.00 

Jumlah 

Rp0.00 

Tahun 

Belanja Tidak 

Terduga 

Pp0.00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Ro0,00 

Rp0,00 

Ro0.00 

Rp0.00 

Rp0.00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Belanja Transfor 

Rp0,00 

Ro0.00 

Ro0 

Rp0,00 

Ro0.00 

Rpo.00 

Ro0 00 

Rpo 00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Ro0.00 

Rp0.00 Rp14.984.212.558,0o Rp677.045.871.516.00 Ro695.288.330.693,00 

Rpt 109 295.350,00 Rpo 00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0.c0 

Rp0,c0 

Jumlah 

Rp0,00 

Rp30.000.090,00 

Rp115 000.000,00 

Rp150.000.000.00 

Ro107424.c00.00 

Rp50.000.000,00 

Ro74. 597.103.263,00 

Rp74,447 803.863,00 

Rp149.500.000 00 

Rp416250.000.00 

Rp200 CO0.C00,00 

Ro130.000.c00,00 

Rp86 250 000 00 

Rp136 000.000,00 

Rp127.500.000,00 

Rp189.750.000,00 

Rp42.500.000,00 

Rp259 025.000,00 

T+ 



5 

5 

5 

5 

5 

02 

02 

02 

02 

02 

. 

02 

02 

02 

02 

0 

02 

02 

02 

02 

02 

03 

01 

20 

2,02 

2.02 

2.02 

2.02 

2.02 

2.03 

203 

2.03 

2.03 

2.03 

2.03 

2.04 

2.04 

2.04 

2.04 

2.01 

0008 

0012 

0001 

0005 

0006 

0011 

0004 

CO07 

0011 

0008 

0009 

0010 

Urainn 

Koordinasi dan Penusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

dan eraturan Kepala Daerah tentang Penjsbaran Perubahan APBD 

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 

KoordinaYsi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai 
dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

Rekonsiliasi dan Veritikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 

Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 
Pernerintah Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan 
Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBO Kabupaten/Kota 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahar aan dan 

Tuntutan Kerugian Daerah 

Pembinaan Akuntans, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

| Penunlang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 

Pencelolaan Dana bagi Hasil KabupatevKota 

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

PengelolaYn Barang Milik Daerah 

Sunbet 
Dana 

Lokasi 

Kab Motokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kehrahan/Desa 

Kab Moiokerto, Semua Kecarnatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Molokerto, Semua Kecamatan, 
Semua KelurahanDesa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab, Moiokerto, Semua Kecamalan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Sermua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab Mojokerto, Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Moiokerto, Semua Kecamatan, 

Sernua KeluraharvDesa 

Kab. Mojokerlo, Semua Kecamatan, 
Sernua Kelurahan/Dosa 

Balanja Operast 

Ro245 000 000 00 

Rp109.520 850,00 

Rp598.970.000,00 

Rp150.000.000,00 

Rp75.000.000,00 

Rp73.970.000,00 

Rp300.000.000,00 

Rp400.750.000,00 

Rp85.000.000,00 

Rp38.250.000,00 

Rp150.000.000,00 

Rp42.500.000.00 

Rp85.000.000,00 

Rp1.149.230.769,00 

Rp0.00 

Ro0.00 

Rp1.149.230.769,00 

Belanja Modat 

Ao0 00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rpo,00 

Ro0,00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Ro0.00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Ro0,00 

Rp0,00 

Jumiah 

Rp0,00 

fahun 

Rp1.896.,424,040.00 Ro287. *35.160.00 

Rn1 896 424 040.00 Ro287. 135 160.00 

Belania tidak 

Terduga 

Pp0 00 

Rp0,00 

Rpo.00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp0.00 

Rp0.0G 

Rp0,00 

Rp0,00 

Ro0,00 

Rp0,00| Rp14.984.212.558.00 

Belanja Transtor 

Rp0,00 

Rpo.00 

Rp0,00 

Rp),00 

Rpo.00 

Rpo.00 

Rpo.00 

Rpo 00 

Ro0 00 

Rp0.00 

Rp0 00 

Ro0, 30 

Rp.00 

Ro0,00 

Jumlah 

Ry245 00C o00.00 

Rp0.00 

Rp109520.850 00 

Rp0.00 

Ros98 970.000.00 

Rp150.000.000,00 

Rp75 000.0o0.00 

Rp73.970.000,00 

Rp0,00 Rp14 984.212.558.00 Rp677.045.871.516,00 Rp693.179 314.843,00 

Rp0,00Rp6C9 880.306.000 00 Rp609.890 306.000,00 

Ro300 000 00.00 

Rp400.750.D00.00 

Rp85 000.c00,00 

Rp33 250.000,00 

Rp 150 CCO.0cO,.00 

Rp42 50C.000.00 

Ro85.000.000.00 

Ro0.00 Rp14.984 212.558,00 

Rp0.00 Rp67.165.565.516 00 Rp68.314 796.285,00 

T+1 

Ro2.183,559.200,00 

Ro2.183 559.200.00 



5 

Januari 

Februai 

Maret 

Apn 

Adei 

Juni 

Juti 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

|Desember 

| Jumlah 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

03 

03 

03 

201 

2.01 

2.01 

2.01 

2.01 

2.01 

2.01 

0002 

0003 

0005 

0007 

0010 

0011 

0013 

Penvusunan Slandar Haga 

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

Uraian 

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Pengamanan Barang Milik Daerah 

Optirmalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangenan, Pemusnahan, 
dan Penghapusen Barang Milik Daerah 

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barag Milik Daerah 

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 

Rencana Realisas0 Belanja per Bulan") 

(Rp) 

Sumber 

Dana 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecarmatan, 
Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Molokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Sermua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahan/Desa 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

Semua Kelurahanv/Dess 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, 

|Semua Kelurahan/Desa 

Rp11.778.896.614.00 

Rp191.946.676.566,00 

Rp50.648.130.138,00 

Ro60.007360.306.00 

Rp92.458.850.727,00 

Lokasl 

Rp115.690.833.682,00 

Ro66.927.799.508,00 

Rp11.243.359.574,00 

Rp79.110.746.814,00 

Rp75.231.390.241,00 

Rp46.711.227.095,00 

Rp10.716.228.276.00 

Rp842.471.499.541,00 

Belanja Operasl 

Rp450.869.000,00 Rp85 960 000,00 

Rp69,400 000.00 

Rp163.283.000,00 

Ro256.819.000.00 

Rp80.360.000.00 

Ryt32430.900,00. 

Belanja Modal 

Ro583.263.040,00Rp101.175.160,00 

Rp 160.000.000,00 Rp10O.000.000,00 

KA 

N 

BPKA 

EFALA BADAN RE 

Rp0,00 

RpO.00 

Ro0,00 

Rp0,00 

RTO 

Rp0,00 

ABUP 
BPKAD 

MO JO KER 

Jumlah 

Tahun 

Belanja Tidak 

Terduga 

SAP. 197802232002121004 

ngesahkan, 

PPKD 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Tanggal 30 Desember 2024 

Rp0,00 

AILLAH SH. S Ses. MS 

NIP 197802232002121004 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

LAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Rp0,00 

WAN ABDILLAH. SH, S.Sos, M.Si 

Belanja Transter 

Rpo 00 

Rpo 00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rpo,00 

Rp0.00 

Jumlah 

Rp0,00 

Rp536 829.000,00 

Rp69.400.000,00 

Rp163.283.000,00 

Ro256.819.000,00 

Rp0,00 Rp260.000.000,00 

Ro684 438.200.00 

Rp80.360.000,00 

Rp132.430.000,00| 

T+1 



10. 

Nama 

Drs TEGUH GUNARNO 

rs RAARANG ENO WAHUD, MSI 

M. WAN ARDRLAH SH Ssas. Msi 

sANGANG PURWANTO SH MH 

NURUL STIQOMAH, SE, MM 

Drs, SISWADI, MM 

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.S. 

BENY WINARNO., SH, MH. 

|YURDIANSYAH, SI. 

Dra HEVI MAIDA LALY, M Si. 

|YUNI LALI FALZAH, ST. 

) Sesua periodisasi SPD 

Tim Anggaran emerintah Daerah 

NIP 

196803271988091002 

196608181990031011 

197802232002121004 

196905211996021001 

197111161997032004 

196608101987011002 

197009271991011002 

198211182010011009 

198310182010011008 

197005281994032003 

197706072001122005 

Jabatan 

KE TUA 

WAKIL KE TUA 

SEKRETARIS 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

Tangan 



Bidang Unusan 

Program 

Ar DPA DP/A 1/5 02 0 D0 0 00 05 0000/001/D09. 

UnusAn Ponernlahan 

|Kegialan 

Organisas 

Unit 

Alokasi Talun -1 

Alokesi Tahun 

Alokasi Tahun + 1 

Capaian Kegialan 

Masukan 

Keluaran 

Hasil 

Indikator 

Sub Kegiatan 

Sumber Pendanaan 

Lokasi 

Keluaran Sub Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

|Keterangan 

5.1 

Kode Rekening 

5.1.02 

5.1.02.01 

5.1.02.01.01 

5.1.02.01.01.0026 

noKUMEN PELAKNANAAN ANG0ARAN 
SATVAN MERJA PERANOKAT DAERAH 

5.1.02.01.01.0052 

KANUATEN MOJOKEO 
IAHUN ANGOARAN 2026 

6.UNSUR PENUNJANG UIRUSAN EMERINTAHAN 
5 02-KEUANGAN 

B02 01 . PROGRAM PENUNJANO URUSAN PEMERINTAHAN OAROAH VARLrATENOT 5.02.01.2 01 . PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINEAA PEAANGIKAT DAEPAH 

.6020 00.0.00,05,0000 -BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASEr oACOAH 

Rp0,00 

.6 02.0.00,0.00.05.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Rp7.500.000.00 

Rp21.500.000,00 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Dana Yang Dibutuhkan 

LJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah vang dihasilkan 

5.02.01.2.01.0001 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

BELANJA DAERAH 

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Mulai Januari Sampai Desember 

BELANJA OPERASI 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang 

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan 

Belanja Barang Pakai Habis 

Uraian 

Photo Copy 

#1Belanja cetka dokumen perencanaan 

-] photo copy 

Tolak Ukur Kerja 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Spesifikasi: Folio/hvs 

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

Koefisien /Volume 

2250 Lenmbar 

Rincian Perhitungan 

Satuan 

FOJLIF 

Lembar 

Harga 

Rp400,00 

PPN 

Target Kinerja 

85.20 (A) Nila 

Rp7 500. 000.00 

5 DokurTer 

100 persen 

Jumiah 

(Rp) 

Rp7.500.000.00 

Rp7.500.000,00 

Rp7.500.000,00 

Rp5.900.000,00 

Rp5.900.000.00 

Rp900.000,00 

Rp900.000.00 

Rp900.000,00 

Rp900.000,00 

Rp5.000.000,00 



Kode Rokenlng 

5.1.02.04 

5.1.02.04.01 

5.1.02,04.01.0003 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Jumlah 

[#) Keglatan Kantor 

Sumbor Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
|-] Koglatan Kantor 

Bieya Konsumsl (Kudapan/Snack) 
Spesilikas: -

Uralon 

Biava Konsumsi (Makan) 

|Spesilikasi: 

Belan)a Perjalanan Dlnas 

Belan)a Perjalanan Dlnas Dalam Negerl 
Belanja Perjalanan Dlnas Dalam Kota 
[#) Perlalanan Dlnas 
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
(-] perjalanan dinas 

Uang Harian Dalam Kota (> Dari 8 Jam) 
|Spesifikasi: -

Rencana Realisasi Belanja per Bulan") 
(Rp) 

Koefision /Volume 

100 Kotak 

100 Kotak 

10 Orang / Hari 

Rp1.250.000,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0.00 

Rp0,00| 

Rp2.950.000,00| 

Rp0,00 

Rp800.000,00 

Rp2.500.000,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

Rpo,00 

Rpl.500.000,00 

Rincian paitungAn 

Iatuan 

Kotak 

Kotak 

Orang /Hari 

AH ABUP 

aINTAH 

Harga 

Ri2) 000,00 

Rp30 000,00 

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 

KAE 

Rp160.000,00 

Mojokerto, tanggal 30 Desember 2024 

Kepala SKPD, 

BPKAE 

JoKE 

LWAABÉMLLAH, SH. S.S0s, M.Si 
MP 197802232002121004 

PPN 

Mengesahkan, 
(7. PPKD 

0% 

M. IWAN ABDILLAH, SH. S.Sos, M.Si 

NIP. 197802232002121004 

Jumlah 

(Rp) 

Rp5.000.000,00 

Rp6.000.000,00 

Rp2.000,000,00 

Ro3.000.000.00 

Ro1.800.000,00 

Rp1.800.000,00 

Rp1.600.000,00 

Rp1.600.000,00 

Rp1.600.000,00 

Rp1.600.000,00 

Rp7.500.000,00 



No. Nama 

1 

2. 

4 

1 

3. M. IWAN ABDILLAH, SH, S.Sos, MSI 

6 

7 

5. NURUL ISTIQOMAH, SE. MM 

Drs. TEGUH GUNARKO, M.SI. 

9. 

10 

Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.SI 

BAMBANG PURWANTO, SH, MH. 

IDrs SISWADI. MM 

Drs, ARDI SEPDIANTO, M.Si 

BENY WINARNO, SH, MH. 

|YURDIANSYAH, ST,. 

Dra. HEVI MAIDA LAILY, M.Si 

yUNI LAILI FAIZAH, ST. 

Tlm Anggaran Pamorintah Daerah 
NIP 

l196A03271988091002 
196606181990031011 
197802232002121004 
196905211996021001 
|197111161997032004 
196608101987011002 
|197009271991011002 
198211182010011009 
198310182010011008 
197005281994032003 
197706072001122005 

|Jabatan 

|KETUA 

WAKIL KETUA 

SEKRETARIS 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

JANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

Tydyangan 



: OPINI BPK = WTP

: MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF 

TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

Opini BPK atas 

LKPD

WTP seluruh program seluruh kegiatan Menyusun arah 

kebijakan untk 

mendukung 

tercapainya sasaran

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Barang Milik Daerah 

yang berkualitas

709,511,114,352       682,914,594,433       WTP Kepala BPKAD

% SKPD dengan 

Tata Kelola 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

yang baik

95% 95% 95% 95% seluruh program seluruh kegiatan Menyusun arah 

kebijakan untk 

mendukung 

tercapainya sasaran

Terwujudnya Tata 

Kelola  Keuangan 

dan Barang Milik 

Daerah yang baik 

709,511,114,352       682,914,594,433       100% Kepala BPKAD

Nilai SAKIP - - A (85,34) - seluruh program seluruh kegiatan Menyusun arah 

kebijakan untk 

mendukung 

tercapainya sasaran 

meningkatnya tata 

kelola birokrasi 

pemerintahan yang 

efektif, efisien dan 

akuntabel

Meningkatnya Nilai 

Sakip BPKAD

709,511,114,352       682,914,594,433       A (85,45) Kepala BPKAD

% Realisasi 

Anggaran 

Perangkat 

Daerah

32.19% 22.89% 27.05% 17.87% seluruh program seluruh kegiatan Menyunsun Strategi 

dan Kebijakan dalam 

rangka pencapaian 

realisasi kegiatan 

sesuai target yang 

direncanakan

Laporan Realisasi 

Anggaran

709,511,114,352       682,914,594,433       100% Kepala BPKAD

Menyusun Perda APBD 

dan PAPBD

Jumah Perda dan 

Perbup

1,295,495,850            1,132,125,087            87% KepalaBidang 

Anggaran

Menyusun KUA-PPAS Dokumen KUA dan 

PPAS yang disusun

164,700,000               155,219,447               94% Kasubbid 

Menyusun Perubahan 

KUA- Perubahan PPAS 

Dokumen Perubahan 

KUA dan Perubahan 

PPAS disusun

158,794,000               149,215,600               94% Kasubbid 

Melaksanakan 

Verifikasi RKA

Dokumen RKA-SKPD  

yang diverifikasi

139,756,000               126,336,684               90% Kasubbid 

RENCANA AKSI

TAHUN 2024

 REALISASI 

ANGGARAN 
 CAPAIAN KINERJA 

TARGET JADWAL PELAKSANAAN

INDIKATOR SASARANSASARAN KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB
PROGRAM

RENCANA AKSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN MOJOKERTO

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan BPKAD

Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah sesuai 

SAP

Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntabel

% SKPD yang 

menyusun RKA 

sesuai pedoman

100% Program 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah

100%



Melaksanakan 

Verifikasi DPA

DPA-SKPD  yang 

diverifikasi

42,500,000                  42,326,770                  100% Kasubbid 

Penyusunan Perda 

APBD dan Perbup 

Penjabaran APBD 

Perda APBD dan 

Perbup Penjabaran 

APBD 

341,525,000               318,390,596               93% Kasubbid 

Penyusunan  Perda 

Perubahan APBD dan 

Perbup  Penjabaran 

Perubahan APBD 

Perda Perubahan 

APBD dan Perbup  

Penjabaran 

Perubahan APBD 

323,700,000               311,825,960               96% Kasubbid 

Melaksanakan 

Koordinasi 

Perencanaan Anggaran 

Pembiayaan

Dokumen Hasil 

Koordinasi 

Perencanaan 

Anggaran 

Pembiayaan

124,520,850               28,810,030                  23% Kasubbid 

Melaksanakan 

KoordinasiPerbendaha

raan  Daerah

Dokumen Hasil  

Koordinasi 

Perbendaharaan 

Daerah

829,646,750               826,357,838               99.604% Bidang 

Perbendaharaan 

Melaksanakan 

Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas 

Daerah

Dokumen Hasil  

Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas 

Daerah

215,500,000               214,360,985               99% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Koordinasi, Fasilitasi, 

Asistensi, Sinkronisasi, 

Supervisi, Monitoring 

dan Evaluasi 

Pengelolaan Dana 

Perimbangan dan Dana 

Transfer Lainnya

Dokumen Hasil  

Koordinasi, Fasilitasi, 

Asistensi, 

Sinkronisasi, 

Supervisi, 

Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan 

Dana Perimbangan 

dan Dana Transfer 

Lainnya

125,500,000               125,211,255               100% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Koordinasi, Kerjasama 

dan Pemantauan 

Transaksi Non Tunai 

dengan lembaga 

Keuangan Bank dan 

Bukan Bank

Dokumen Hasil  

Koordinasi, 

Kerjasama dan 

Pemantauan 

Transaksi Non Tunai 

dengan lembaga 

Keuangan Bank dan 

Bukan Bank

109,970,000               109,234,273               99% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Pembinaan 

Penatausahaan 

Keuangan Pemerintah 

Kabupaten

Peserta  Pembinaan 

Penatausahaan 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten

378,676,750               377,551,325               99.70% Kepala Sub Bidang

Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntabel

% SKPD yang 

menyusun RKA 

sesuai pedoman

100% Program 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah

100%

% SKPD yang 

menerapkan 

Pengelolaan 

Keuangan sesuai 

ketentuan

90% 90% 90% 90% Program 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Koordinasi dan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Daerah



Melaksanakan 

koordinasi atas 

pelaksanaan akuntansi 

dan pelaporan 

keuangan

Dokumen hasil  

koordinasi atas 

pelaksanaan 

akuntansi dan 

pelaporan keuangan

400,750,000               396,473,747               99% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Rekonsiliasi dan 

Verifikasi Aset, 

Kewajiban, Ekuitas, 

Pendapatan, Belanja, 

Pembiayaan, 

Pendapatan-LO dan 

Dokumen 

Rekonsiliasi dan 

Verifikasi Aset, 

Kewajiban, Ekuitas, 

Pendapatan, Belanja, 

Pembiayaan, 

Pendapatan-LO dan 

85,000,000                  83,878,716                  99% Kepala Sub Bidang

Menyusun Laporan 

Keuangan Konsolidasi 

SKPD,BLUD, dan 

Laporan Keuangan 

pemerintah daerah

Laporan Keuangan 

SKPD, BLUD, dan 

Laporan Keuangan 

pemerintah Pemda 

yang terkonsolidasi 

38,250,000                  37,606,625                  98% Kepala Sub Bidang

Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Pertauran 

Kepala Daerah tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota

Dokumen Raperda  

tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota 

danRaperbup 

tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota

150,000,000               149,826,900               100% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Penyelesaian 

Tuntutan 

Perbendaharaan dan 

Tuntutan Kerugian 

Daerah

Dokumen Hasil  

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Penyelesaian 

Tuntutan 

Perbendaharaan dan 

Tuntutan Kerugian 

42,500,000                  41,431,506                  97% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Pembinaan Akuntansi, 

Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Peserta yang 

mengikuti 

Pembinaan 

Akuntansi, Pelaporan 

dan 

Pertanggungjawaban 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota

85,000,000                  83,730,000                  99% Kepala Sub Bidang

Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntabel

% SKPD yang 

menerapkan 

Pengelolaan 

Keuangan sesuai 

ketentuan

90% 90% 90% 90% Program 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 

Daerah



Penunjang Urusan 

Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah

MelaksanakanUrusan 

Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah

Dokumen laporan 

Urusan Kewenangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

598,246,911,821       575,750,360,625       96% Kepala BPKAD

Melaksanakan Analisis 

Perencanaan dan 

Penyaluran Bantuan 

Keuangan

Laporan Hasil 

Analisis Perencanaan 

dan Penyaluran 

Bantuan Keuangan

532,097,424,000       531,677,424,000       100%

Melaksanakan 

Pengelolaan Dana 

Darurat dan Mendesak

Laporan Hasil 

Pengelolaan Dana 

Darurat dan 

Mendesak

3,153,451,274            523,774,591               17%

Melaksanakan 

Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Kabupaten/Kota

Laporan Hasil 

Pengelolaan Dana 

Bagi Hasil 

Kabupaten/Kota

62,996,036,547          43,549,162,034          69%   

Menerapkan 

Pengelolaan Keuangan 

sesuai ketentuan

% PD yang 

menerapkan 

Pengelolaan BMD 

sesuai ketentuan

2,323,371,000            2,268,426,426            98% Kepala Bidang 

Barang Milik 

Daerah

Menyusun Standar 

Harga

Dokumen Standar 

Harga yang disusun

423,700,600               421,570,025               99% Kepala Sub Bidang

Menyusun Standar 

Barang Milik Daerah 

dan Standar Kebutuhan 

Barang Milik Daerah

Dokumen Standar 

Barang Milik Daerah 

dan Standar 

Kebutuhan Barng 

Milik Daerah

69,400,000                  61,200,000                  88% Kepala Sub Bidang

Menyusun arah 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah

Dokumen Rencana 

kebutuhan Barang 

Milik Daerah

126,502,000               119,150,000               94% Kepala Sub Bidang

Menyusun arah 

Kebijakan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah

Dokumen Kebijakan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

66,561,800                  62,195,500                  93% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah

Laporan Hasil 

Penatausahaan 

Barng Milik Daerah

297,619,000               296,376,298               100% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah

Laporan Hasil 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah

730,016,600               723,893,235               99% Kepala Sub Bidang

Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntabel

% SKPD yang 

menerapkan 

Pengelolaan 

BMD sesuai 

ketentuan

90% 90%

% SKPD yang 

menerapkan 

Pengelolaan 

Keuangan sesuai 

ketentuan

90% 90% 90% 90% Program 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

90% 90% Program 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah



Melaksanakan 

Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang 

Milik Daerah

Dokumen Hasil 

Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang 

Milik Daerah

396,781,000               385,729,127               97% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Rekonsiliasi dalam 

rangka Penyusunan 

Laporan Barang Milik 

Daerah

Laporan Hasil 

Rekonsiliasi dalam 

rangka Penyusunan 

Laporan Barang Milik 

Daerah

80,360,000                  69,247,000                  86% Kepala Sub Bidang

Melaksanakan 

Pembinaan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Peserta yang 

mengikuti 

Pembinaan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Pemerintah 

132,430,000               129,068,241               97% Kepala Sub Bidang

% Realisasi 

Anggaran 

Perangkat 

Daerah

32.19% 22.89% 27.05% 17.87% seluruh program seluruh kegiatan Menyunsun Strategi 

dan Kebijakan dalam 

rangka pencapaian 

realisasi kegiatan 

sesuai target yang 

direncanakan

Laporan Realisasi 

Anggaran

709,511,114,352       682,914,594,433       96% Kepala BPKAD

Melaksanakan 

penunjang urusana 

Perangkat Daerah

IP ASN 109,414,938,931       102,540,850,710       

0.94                              

Sekretaris

Menyusun Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

2,500,000                    2,494,378                    100% Sekretaris

Melaksanakan Evaluasi 

kinerja Perangkat 

Daerah

Laporan Hasil 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

2,500,000                    2,480,000                    99% Sekretaris

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Membayar Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN

36,421,325,725          34,057,538,269          94% Sekretaris

Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Paket Pakian Dinas 

beserta Atribut 

kelengkapannya

100,000,000               98,913,000                  99% Sekretaris

Melaksanakan 

sosialisasi peraturan 

perundang-undangan

Peserta yang 

mengikuti sosialisasi 

peraturan 

perundang-

undangan

390,000,000               389,215,485               100% Sekretaris

Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntabel

% SKPD yang 

menerapkan 

Pengelolaan 

BMD sesuai 

ketentuan

90% 90% 90% 90% Program 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Indeks 

Profesionalitas 

ASN

88.18 Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah



Menyediakan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

4,312,000                    4,200,000                    97% Sekretaris

Menyediakan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

Paket  peralatan dan 

perlengkapan kantor

392,082,000               391,139,000               100% Sekretaris

Menyediakan Bahan 

Logistik Kantor

Paket Bahan Logistik 

Kantor

60,000,000                  59,805,800                  100% Sekretaris

Menyediakan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Paket Barang 

cetakan dan 

penggandaan

125,000,000               124,525,465               100% Sekretaris

Menyediakan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

Dokumen bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

45,000,000                  41,604,000                  92% Sekretaris

menyediakan 

bahan/material

Paket 

bahan/material

115,000,000               108,850,900               95% Sekretaris

Melakukan fasilitasi 

kunjungan tamu

Laporan fasilitasi 

kunjungan tamu

190,000,000               169,434,116               89% Sekretaris

Menyelenggarakan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

Laporan 

penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi

157,424,000               154,560,475               98% Sekretaris

Menyediakan Jasa 

komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Laporan Penyediaan 

Jasa komunikasi, 

Sumber Daya Air dan 

Listrik

67,668,357,207          66,236,438,966          98% Sekretaris

Menyediakan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

149,500,000               123,768,600               83% Sekretaris

Menyediakan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraaan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

Kendaraaan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

200,000,000               190,851,955               95% Sekretaris

Melaksanakan 

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

 Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

295,000,000               291,190,360               99% Sekretaris

Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntabel

Indeks 

Profesionalitas 

ASN

88.18 Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah



Melaksanakan 

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya

96,938,000                  93,839,941                  97% Sekretaris

Optimalnya 

kualitas 

pelayanan 

melalui 

pembangunan 

inovasi yang 

mempunyai 

nilai tambah

Jumlah inovasi 

yang 

terinternalisasi 

dan tersosialisasi 

serta 

berkelanjutan

1 Program 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Meningkatkan kualitas 

pelayanan melalui 

pembangunan inovasi 

yang mempunyai nilai 

tambah

Inovasi yang 

terinternalisasi dan 

tersosialisasi 

2,323,371,000            2,268,426,426            98% Kepala Bidang 

Barang Milik 

Daerah

Pembina Utama Muda

NIP. 197802232002121004

Mojokerto,              Pebruari  2025

KEPALA BPKAD KAB. MOJOKERTO

M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.M.Si

Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntabel

Indeks 

Profesionalitas 

ASN

88.18 Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
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